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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERIZINAN, KEMENTRIAN 

SEKRETARIAT NEGARA/PEMERINTAH DAERAH DAN CAGAR 

BUDAYA 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan 

1.  Pengertian Perizinan 

Didalam Kamus Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai; 

“Overheidistoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal 

van handling waarop in het algemeen belang special toezict vereist is, 

maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschowd” ( 

perkenan/izin dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau 

Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada 

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya 

tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). 

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berat 

menghillangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “Als 

opheffing van een algemen verbodsregel in het conrete geval”, ( sebagai 

peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut 

Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara 

bersegi satu yang mengapliukasikan Peraturan dalam hal konkret 

berdasarkann persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh 

kententuan 
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peraturan perundang-undangan.27  

E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan 

umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 

masing masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang 

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).  

Bagir Manan menyebutkann bahwa izin dalam arti luas beratio suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

untuk memperolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang 

secara umum dilarang.  N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi 

pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebgai berikut: “izin 

adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum 

Administrasi. Pemerintah mengunnakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 

dalam kedaan  tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan 

orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu 

yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan 

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus 

atasnya. Izin (dalam arti sempit) adalah peningkatan-peningkatan pada 

                                                           
27 Riduan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada : Ed. 

Revisi-7 Jakarta Rajawali Pers, 2011. hlm. 196 
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suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 

undang-undang untuk mencapai suatu tantanan tertentu atau untuk 

menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuanya ialah mengatur 

tindakan-tindakan yang oleh pembuat  undanag-undang tidak seluruh nya 

dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan 

pengawasan sekadarnya. 

Jika dibandingkan secara sekilas pengertian izin dengan konsesi 

itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seorang untuk 

melakukan suatu perbuatan atau perkerjaaan tertentu. Dalam pengertian 

sehari-hari kedua istilah itu digunakan secara sama, seperti disebut M.M 

van Praag, “De termen vergunning en concessie beide gebezigd voor een 

en dezelfed juridike figgur, ...de houder der vergunning wordt 

concessioneris geneomed” (pengertian izin dan konsesi keduanya 

digunakan untuk  suatu bentuk hukum yang sama,... pemegang izin 

disebut juga konsesionaris). Menurut E. Utrecht, perbedaan antara izin 

dengan konsesi itu suatu perbedaan nisbi (relatif) saja. Pada hakikatnya 

antar izin dengan konsesi itu tidak ada suatu perbedaan yuridis. 

2. Sifat izin 

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata 

usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai 

sifat sebagai berikut : 

a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara 

yang penerbitnya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta 
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organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang 

besar dalam memutuskan pemberian izin. 

b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara 

yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak 

tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan 

wewenagnya tergantung pada kadar sejauh mana Peraturan Perundang-

undangan mengaturnya. 

c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 

mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang 

bersifat menguntungkan isi maka keputusan merupakan titik pusat 

yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. 

d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang izinya 

mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan 

etentuan yang berkaitan kepadanya. 

e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-

tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakuknya 

relative pendek. 

f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tidakan-

tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama. 

g. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung 

pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. 
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h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung 

pada sifat dan objek izin.28 

 

3. Bentuk dan Isi Izin 

Sesuai dengan sifat nya, yang merupakan bagian dari keputusan, 

izin selalu dibutat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara 

umum izin memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Organ yang Berwenang 

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, 

biasanya dari kepala surat dan penandataganan izin akan nyata organ 

mana yang memberikan izin. Pada umum nya pembuat aturan akan 

menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang 

paling bakal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hamper 

selalu yang terkait adalah Organ Pemerintah. Karena itu bila dalam 

suatu Undang-Undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mans 

dari lapisan Pemerintah tertentu yang berwenang, tetapi misalnya 

hanya dinyatakan secara umum bahwa  “haminte” yang berwenang, 

maka diduga bahwa yang dimaksud  adalah Organ Pemerintah 

haminte, yakni wali hamintegan para anggota pengurus harian. 

Namun, untuk menghindari keraguan di dalam kebanyakan Undang-

Undang pada permulaanya dicantukan ketentuan definisi. 

                                                           
28 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dan Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 2011, hlm. 

173 
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b. Yang di Alamatkan 

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya 

izin lahir setelah yang berekpentingan mengajukan permohonan 

untuk itu, keputusan ynag memuat izin dialamatkan pula kepada 

pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau bdan 

hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentnag izin juga penting 

bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku 

pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak 

ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan pengunaan izin 

tersebut. 

c. Diktum 

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepasstian 

hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu 

diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang 

ditimbulkan oleh keputusanm dinamakan diktum, yang merupakan 

inti dari keputusan. 

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat 

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya 

mengandunng ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat, demikian 

pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan 

ialah kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang 

menguntungkan. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, 

terdapat pelangran izin. Tentang sanksi yang diberikanatasnya, 
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pemerintah harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan 

keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukan pembatasan-

pembatasan. Pembatsan-pembatsan dibentuk dengan menunjukkan 

batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Disamping 

itu, dalam keputusan dimuat, syarat-syarat. Dengan menetapkan 

syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada 

timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. 

e. Pemberian Alasan 

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 

ketentuan Undang-Undang pertimbangan-pertimbangan hukum, 

dan penetapan fakta. 

f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahann 

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa  kepada yang 

dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan 

dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada 

ketidakpatuhan.29 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ridwan HR, Op.cit, hlm. 209-212  
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B. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah dan Kementrian Sekretariat 

Negara 

 

1. Pengertian Pemerintah Derah 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahanoleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah 

otonomioleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menurut asas Desentralisasi. 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam  UUD 1945. 

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah 

otonomi oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas 

Desentralisasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 



37 
 

tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan 

Perubahan Pertama dalam UU No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua 

dalam UU No. 9 Tahun 2015) menandai suatu babak baru kebijakan 

otonomi dan relasi Pusat-Daerah hari ini.  

Penataan ulang urusan, penguatan kedudukan Gubernur dan 

pemerintahan Propinsi, hingga pengenalan konsep manajemen tranisisi 

berupa status daerah persiapan dalam pemekaran wilayah hanyalah 

sebagian contoh yang bisa disitir sebagai butki perubahan.30 Tentu, 

dalam pola dan warna relasi pemerintah pusat dengan daerah, berbagai 

perubahan yang ada sedikit banyak membawa dinamika baru dalam 

pengelolaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 

depan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, ke dua 

istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 

angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

                                                           
30 Nunung Munawaroh, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan 

Pemerintahan Yang Baik (good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

Indikasi Geografis, Jurnal Media Birokrasi Vol. 1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 143–156 
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pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Otonom. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah 

provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan 

Daerah. Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang 

menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil wakil Pemerintah 

Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah 

kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi 

wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota. 

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah 

kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat 

berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang 

bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau 

lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila 

daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi 
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daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya 

ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, 

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi 

dan/atau kabupaten/kota. 

a. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan 

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan 

daerah. 

Urusan Pemerintahan Absolut Urusan pemerintahan absolut 

adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau 

melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di 

Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan 

asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik 

luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi Moneter dan fiskal 

nasional dan Agama. 

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan 

Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan 

otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, 
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efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah 

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan. 

b. Urusan Pemerintahan Wajib 

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan 

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan 

ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, 

ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, sosial. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan 

dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan 

masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, 

usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan 

olahraga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan, 

kearsipan. 

c. Urusan Pemerintahan Pilihan 
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Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan 

perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya 

mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. 

 

d. Urusan Pemerintahan Umum 

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan 

bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh 

Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, 

gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan 

bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.  

 

2. Pengertian Kementrian Sekretariat Negara 

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu 

Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah 

kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di 

bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peraturan 

Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi 
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dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Kedudukan Sekretariat 

Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri 

Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas 

menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis 

urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu 

Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara.31 

a. Tugas dan Fungsi Kementrian Sekretariat Negara 

a. Dukungan teknis dan administrasi 

kerumahtanggaan,keprotokolan, pers, dan media kepada 

Presiden; 

b. Dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan 

keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden 

dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan 

negara; 

c. Dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam 

menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan 

dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan 

                                                           
31 https://www.pubinfo.id/instansi-524-kemensetneg--kementerian-sekretariat-

negara.html (diakses pada februari 2021)  
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Kepolisian Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa 

dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada 

pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil 

Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat 

Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing; 

d. Dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin 

prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan 

Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, 

ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup 

menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan 

persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin 

prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan; 

e. Dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam 

penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non 

struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, 

serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil 

Presiden dan/atau Menteri; 

f. Dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam 

pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, 
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pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara 

yang wewenang penetapannya berada pada Presiden; 

g. Pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, 

organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan 

Kementerian Sekretariat Negara; 

h. Pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di 

bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, penyediaan prasarana dan sarana, serta 

pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan 

Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan 

prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan 

administrasi kepada Dokter Kepresidenan; 

i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara; 

j. Penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah 

Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan 

administrasi perjalanan dinas luar negeri; 

k. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara; dan 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil 

Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan. 
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C. Tinjauan Umum Mengenai Cagar Budaya 

 

1. Pengertian Cagar Budaya 

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan 

berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar 

Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan 

atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau 

kebudayaan melalui proses penetapan. 

Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mendevinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan 

tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagaran adalah 

perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang 

diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir 

punah perlu diberi pencagaran. Sedangkan budaya menurut KBBI 

merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya 

adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, 

karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan 

dan kepunahan.32 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu 

buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) 

diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, 

dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata 

                                                           
32 https://kbbi.web.id/cagar-2 (diakses pada februari 2021) 
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latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga 

sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering 

diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia.33 Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, budaya (culture) diartikan sebagai; pikiran, adat 

istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi 

kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang 

biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (tradition). 

Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang 

tampak.34  

Budaya atau culture merupakan istilah yang datang dari disiplin 

antropologiosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan 

sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang 

tercakup dalam budaya sangatlah luas. Budaya laksana software yang 

berada dalam otak manusia, yang menuntun persepsi, mengidentifikasi 

apa yang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu hal, serta menghindar 

dari yang lain.  

Selain itu, berdasarkan UU tentang Cagar Budaya pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah perlu 

melakukan registrasi nasional terhadap seluruh cagar budaya dan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

                                                           
33 Software Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), hal. 149. 3 Jerald, G. and Robert, A.B.B 
34 Software Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), hal. 149 
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Kebudayaan (Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan), 

Pemerintah harus melakukan penyelarasan data dan informasi terkait 

kebudayaan, khususnya keberadaan cagar budaya secara komprehensif. 

Penyelarasan data dan informasi ini perlu dilakukan mengingat 

data dan informasi terkait cagar budaya yang ada di setiap Kementerian 

atau Lembaga selama ini berbeda-beda sehingga kemungkinan untuk 

menambah daftar cagar budaya masih sangat besar. Kekayaan cagar 

budaya bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara tersebut 

diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan nasional sebagai sebuah 

Negara sebagaimana telah dirumuskan oleh the founding fathers dalam 

pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.35 

Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia 

yang berupa warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi 

(intangible), baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, 

perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai hasil karya 

warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk 

                                                           
35 Ibid,1hlm 102.  
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dipertahankan keberadaannya karena cagar budaya merupakan bagian 

integral dari kebudayaan secara menyeluruh.  

Undang-Undangan tentang Cagar Budaya memang merupakan 

pengaturan yang hanya menekankan cagar budaya yang bersifat 

kebendaan. Walaupun demikian, secara tidak langsung akan mencakup 

nilai-nilai penting lainnya bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, 

ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk 

cagar budaya tersebut.36 

Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan 

fisik, baik di darat yang berada dalam wilayah perkotaan atau pedesaan, 

maupun yang berada di air yang berada di sungai atau rawa, diperlukan 

kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensi 

pelaksanaan pengawasan pelestarian dari Undang-Undang tentang Cagar 

Budaya karena hukum selain dikonsepsikan sebagai law as what it is in 

the books, hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai law as what 

is (functioning) inociety.37 Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri 

sebagai norma-norma yang eksis secara ekslusif di dalam suatu sistem 

legitimasi yang formal, melainkan merupakan gejala empiris yang 

teramati di dalam pengalaman. 

2. Kelompok-Kelompok Cagar Budaya 

                                                           
36 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pengertian-cagar-budaya-

berdasarkan-undang-undang-cagar-budaya/ (diakses pada agustus 2021) 
37 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pemanfaatan-cagar 

budaya-untuk-kepentingan-pendidikan-dan-kebudayaan/ (diakses pada agustus 2021) 
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a. Benda 

Benda cagar budaya adalah benda alami atau buatan 

manusia, baik bergerak atau tidak, yang punya hubungan erat dengan 

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya 

tidak hanya penting bagi disiplin ilmu arkeologi, tetapi terdapat 

berbagai disiplin yang dapat melakukan analisis terhadapnya. 

Antropologi misalnya dapat melihat kaitan antara benda cagar budaya 

dengan kebudayaan sekarang. 

b. Bangunan 

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 

dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ruang berdinding, tidak berdinding dan atau beratap. Pada 

2019, ada sekitar 1.492 cagar budaya yang bergerak maupun tidak 

yang sudah terdaftar dan teridentifikasi. 

c. Struktur 

Struktur Cagar Budaya adalah suatu susunan binaan yang 

terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, 

sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 

d. Situs 

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat 

dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan 
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Cagar Budaya, dan atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan 

manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 

e. Kawasan 

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang 

memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan 

dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara; dan 

2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil 

Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan. 

 


